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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat
Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Sesmenko
Polhukam Tahun 2018 dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja Sesmenko Tahun 2018
merupakan kewajiban sebagaimana
diamanatkan dalam Perpres 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnasi

Pemerintah, sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan

Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Sesmenko Polhukam
tahun 2018 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada
seluruh jajaran di Sekretariat Kemenko Polhukam yang telah banyak
membantu hingga selesainya penyusunan laporan ini. Kami juga
menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan di Sekretariat

Kemenko Polhukam secara maksimal selama Periode Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini telah diupayakan
sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari Laporan Kinerja
Tahun 2018 belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan
masukan sebagai perbaikan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko
Polhukam periode selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2018
ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja di lingkungan
Sekretariat Kemenko Polhukam.

Jakarta, Februari 2019
SEKRETARIS KEMENTERIAN

KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM ,
DAN KEAMANAN

e

Agus S.B, M.I. Kom
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan pencapaian target kinerja, Sekretariat Kemenko

Polhukam didukung oleh program dan kegiatan dengan target keluaran yang

terukur.

Pengukuran pencapaian target kinerja Sekretariat Kemenko

Polhukam tahun 2018 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator

Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pencapaian hasil kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan alat

ukur indikator kinerja kunci yang targetnya digunakan sebagai parameter

keberhasilan masing-masing sasaran, yang ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2018 dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran
Strategis

(1)
Meningkatnya
dukungan
administratif
dan
pelaksanaan
operasional
Kemenko
Polhukam

Indikator Kinerja

(2)
Nilai Evaluasi AKIP Setmenko

Tingkat Kepuasan Unit
Eselon I terhadap layanan
Perencanaan, Evaluasi, Data
dan Organisasi.

(Skala likert 1-5)

Persentase realisasi
Penyerapan anggaran
Sekretariat Kemenko
Polhukam

Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kemenko
Polhukam

Persentase Pelayanan Hukum
yang ditindaklanjuti

Persentase Publikasi Kegiatan
Kemenko Polhukam yang
ditindaklanjuti

Target Realisasi %
2018 2018 Realisasi
(3) (4) (5)
70 80,25 114,64%
4 4,12 103%
96% 98,28% 102,37%
WTP WTP 100%
70% 99,33% 141,9%
70% 94,19% 134,55%
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Indeks Reformasi Birokrasi B - -
Kemenko Polhukam

Pada tahun 2018 Sekretariat Kemenko Polhukam mendapat alokasi
anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kemenko Polhukam sebesar Rp 110.171.852.000 ,- terdiri dari:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kemenko Polhukam sebesar Rp 104.171.852.000; dan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko

Polhukam sebesar Rp 6.000.000.000,- .
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance)
merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal
tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang diantaranya Pepres 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 7 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Kementerian Korrdinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap
Instansi  Pemerintah  diwajibkan mengimplementasikan  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang bertujuan
untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.
Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajamen yang
berorientasi pada hasil untuk mewujudkan instasi pemerintah yang
akuntabel. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap instansi
pemerintah diharuskan membuat Rencana Strategis (Strategic Plan),
Rencana Kerja (Perfomance Plan), Perjanjian Kkinerja (Perfomance
Agreement) serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (Perfomance

Accountabilities Report ).

Sekretariat Kemenko Polhukam terus berupaya untuk
meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan penyempurnaan dokumen

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP). Dalam rangka
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C.

peningkatan akuntabilitas, Sekretariat Kemenko Polhukam terus
berupaya untuk mengimplementasikan sistem AKIP dengan baik mulai
dari perencanaan, pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada
hasil/manfaat bagi negara. Hal ini dapat terlihat pada pengelolaan kinerja
dan anggaran Sekretariat Kemenko Polhukam yang dijalankan melalui
pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang
dilakukan secara rutin setiap triwulan. Untuk itu, pentingnya dilakukan

penyusunan laporan kinerja secara triwulan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam
Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggung jawaban
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu,
sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja pada periode

selanjutnya.

KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan Republik Indonesia No 04 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana
sebagian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam)
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Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian Koordinator

menyelenggarakan fungsi:

1.

2.

Koordinasi kegiatan Kemenko Polhukam;

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran

Kemenko Polhukam;

. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi

Kemenko Polhukam:;
Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta

pelaksanaan advokasi hukum;

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan

layanan pengadaan barang/ jasa; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Sesmenko

Polhukam dibantu oleh 3 Biro yaitu:

1.

Biro Perencanaan dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penataan
organisasi dan tata laksana. Biro Perencanaan dan Organisasi

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program,
dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan;

b. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan
rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan;

c. Penataan dan penguatan organisasi, penataan dan
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penyempurnaan sistem ketatalaksanaan serta pengembangan
organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan;

d. Pengelolaan data, pembangunan dan pengembangan jaringan
sistem informasi, dan pengelolaan perpustakaan di Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Kementerian Koordinator

2. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan,
advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama. Biro
Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan,
pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta

penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum;

b. Fasilitasi pelaksanaan persidangan dan penyusunan risalah

persidangan;
c. Fasilitasi penyiapan naskah persidangan;

d. Pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan

masyarakat;
e. Pemberian dukungan administrasi kerja sama; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Kementerian Koordinator.

3. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, barang
milik /kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa serta

keuangan. Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

a. Administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan,
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keprotokolan, dan pengamanan;
b. Pengelolaan kepegawaian;
c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
d. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik /kekayaan negara;
f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

Kementerian Koordinator.

D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI

Sekretariat Kemenko Polhukam adalah unit organisasi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu, terdapat pula
unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris
Kemenko Polhukam, yaitu unit organisasi yang bersifat pendukung,
seperti Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan Sekretariat Komisi

Kejaksaan RI.
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Biro Hukum,

Biro Perencanaan dan Persidangan dan

Biro Umum

|
i

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sesmenko Polhukam dibantu
oleh 3 (tiga) Kepala Biro dengan masing-masing Kepala Biro membawahi 4
(empat) Kepala Bagian. Adapun masing-masing Kepala Bagian mempunya 3
(tiga) Kepala Sub Bagian. Jumlah keseluruhan SDM yang ada pada
Sekretariat Kemenko Polhukam ialah sebanyak 141 orang. Jumlah SDM yang
ada di Sekretariat Kemenko Polhukam tersebut belum memenuhi Analisa peta
jabatan dimana pada peta jabatan Kepala Sub Bagian masih terdapat
kekosongan analis atau staff. Namun demikian, hal tersebut tidak
menyebabkan kinerja di Sekretariat Kemenko Polhukam tidak maksimal. Hal

tersebut dapat dilihat dari capaian target kinerja dan realisasi anggaran.

10
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SETMENKO POLHUKAM TAHUN 2018



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2018, Sekretariat Kemenko
Polhukam telah memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang
mungkin timbul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut
terangkum dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 yang mencakup visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi pembangunan
bidang politik, hokum, dan keamanan, Sesmenko Polhukam sesuai
dengan tugas dan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam diarahkan untuk
mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk
mewujudkan visi koordinasi pembangunan bidang politik, hukum dan

keamanan 2015-2019 yang telah ditetapkan sebagai berikut:
1. Visi

Rumusan visi dan misi Sekretariat Polhukam mengacu pada visi dan
misi Kemenko Polhukam, dengan fokus pada tupoksi yang telah
ditetapkan, yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi,

maka visi Setmenko Polhukam ditetapkan sebagai berikut:

“ Profesional dalam Pelayanan ;

dan Dukungan Administrasi

Kementerian”
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Sekretariat Polhukam sebagai unsur pemberi dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam dan

berorientasi pada pelayanan secara profesional yang dalam

pelaksanaannya di lingkungan Setmenko Polhukam diindikasikan oleh:

1. Skill yaitu ahli dibidangnya dengan didukung oleh Sumber Daya
Manusia yang kompeten dan professional;

2. Knowledge yaitu menguasai dan berwawasan tentang ilmu-ilmu
lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya yang didukung
dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan
perkembangan IPTEK; dan

3. Attitude memiliki integritas dan kode etik sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Polhukam, maka misi

yang diemban adalah:

a) Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja

oganisasi Kemenko Polhukam; dan

b) Meningkatkan budaya kerja yang berkepribadian.

3. Tujuan strategis

Tujuan dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Kemenko

Polhukam adalah terwujudnya:

a.

Penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien, dan

akuntabel,
Budaya kerja yang profesional; dan

Dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan

Kemenko Polhukam.

12
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SETMENKO POLHUKAM TAHUN 2018



4. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh
adalah membangun dan mengembangkan organisasi, sistem
administrasi dan manajemen pembangunan Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang sesuai dengan asas “clean

government and good governance”.
5. Program

Guna mewujudkan implementasi kebijakan Setmenko Polhukam,
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 diletakkan dalam
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kemenko Polhukam sesuai dengan ketentuan Restrukturisasi
Program dan Anggaran dalam mendukung terwujudnya Performance

Based Budgeting.
B. Perjanjian Kinerja tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas
dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus
perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen
antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau

penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Kementerian Koordinator telah menetapkan
Perjanjian Kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan
kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini
merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun
2018. Perjanjian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator disusun
berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian

13
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SETMENKO POLHUKAM TAHUN 2018



kinerja memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai
pada tahun 2018 yang telah mengacu pada Rencana Strategis

Setmenko Polhukam tahun 2015-2019.

Ringkasan Perjanjian kinerja Tahun 2018 selengkapnya sebagai

berikut:

Sasaran Indikator Kinerja Target
Strategis 2018
(1) (2) (3)
Meningkatnya Nilai Evaluasi AKIP Setmenko 70
d dflk.utn g c:n Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap 4
admints r:; l;{ layanan Perencanaan, Evaluasi, Data
an  dan Organisasi.
pelaksanaan
operasional (Skala likert 1-5)
Kemenko persentase realisasi Penyerapan 96%
Polhukam anggaran Sekretariat Kemenko
Polhukam
Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP
Kemenko Polhukam
Persentase Pelayanan Hukum yang 70%
ditindaklanjuti

Persentase Publikasi Kegiatan Kemenko 70%
Polhukam yang ditindaklanjuti

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko B
Polhukam
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam

dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara

target sasaran dengan pelaksananya yang ditentukan dalam Perjanjian

Kinerja. Capaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam secara

keseluruhan dari 7 Indikator Sasaran yaitu:

Sasaran
Strategis

(1)
Meningkatnya
dukungan
administratif
dan
pelaksanaan
operasional
Kemenko
Polhukam

Indikator Kinerja

(2)
Nilai Evaluasi AKIP Setmenko

Tingkat Kepuasan Unit Eselon I
terhadap layanan Perencanaan,
Evaluasi, Data dan Organisasi.

(Skala likert 1-5)

Persentase realisasi Penyerapan
anggaran Sekretariat Kemenko
Polhukam

Opini BPK atas Laporan
Keuangan Kemenko Polhukam

Persentase Pelayanan Hukum
yang ditindaklanjuti

Persentase Publikasi Kegiatan
Kemenko Polhukam yang
ditindaklanjuti

Indeks Reformasi Birokrasi
Kemenko Polhukam

Target Realisasi

2018

(3)
70
4

96%

WTP
70%

70%

2018

(4)
80,25
4,12

98,28%

WTP
99,33%

94,19%
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B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis I: Meningkatnya dukungan administratif dan

pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam

1. Nilai Evaluasi AKIP Setmenko

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang
sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang
berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun unsur-unsur penilaian
SAKIP ialah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan

kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Indikator nilai SAKIP Sekretariat Kemenko Polhukam
merupakan indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi
manajemen kinerja organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam atas
kaidah-kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Target indikator ini pada tahun 2018 adalah mendapat predikat BB
(75.00). Predikat ini diperoleh dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
atas implementasi SAKIP seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenko
Polhukam yang dilaksanakan oleh tim auditor pada Inspektorat
Kemenko Polhukam. Aspek-aspek yang menjadi komponen penilaian
SAKIP adalah aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja serta Pencapaian Sasaran Kinerja.
Setiap unit eselon I diharuskan untuk melakukan evaluasi terhadap

SAKIP masing-masing unit kerjanya.
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Nilai AKIP Setmenko Polhukam pada tahun 2018 sebesar 80,25

dengan kategori A yaitu Memuaskan, memimpin perubahan,
berkinerja tinggi dan sangat akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa
Sekretariat Kemenko Polhukam telah mengimplementasikan
manajemen kinerja secara baik sekali pada unit organisasinya.
Evaluasi tersebut dilakukan dengan menilai manajemen Perencanaan
kinerja (Rencana Kinerja 2018), Pengukuran kinerja (Pelaksanaan dan
Pencatatan Kinerja periode TW II TA 2017 s.d. TW I TA 2018),
Pelaporan Kinerja (LAKIP 2017), serta pemanfaatan Review dan
Evaluasi Kinerja dalam rangka peningkatan kualitas SAKIP pada

Sekretariat Kemenko Polhukam.

Bila dibandingkan dengan target pada nilai evaluasi SAKIP
Sekretariat Kemenko Polhukam pada tahun 2017, pencapaian pada
tahun 2018 turun dari tahun sebelumnya. Terdapat beberapa hal yang
beberapa hal yang belum maksimal dan mengalami penurunan dalam

LHE SAKIP tahun 2018.

Perbandingan Target dan Realisasi SAKIP TA 2017 dan 2018
pada Sekretariat Kemenko Polhukam

Sasaran Indikator 2017 2018
Strategis Kinerja | Target | Realisasi | Target | Realisasi
Meningkatnya | Nilai BB A BB A
dukungan Evaluasi (70,00) | (80,66) | (75,00) | (80,25)
administratif | AKIP
dan Setmenko
pelaksanaan Polhukam
operasional
Kemenko
Polhukam

Dibandingkan dengan capaian kinerja unit eselon I lain di
lingkungan Kemenko Polhukam, pada penilaian SAKIP Sekretariat
Kemenko Polhukam tahun 2018 memperoleh peringkat ke 5 (lima) dari

8 (delapan) unit eselon I yang dievaluasi.

Sekretariat Kemenko Polhukam mengalami penurunan nilai dari

80,66 (predikat A) pada tahun 2017 menjadi 80,85 (predikat A).
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Peringkat A menunjukkan bahwa Sekretariat kemenko Polhukam
telah melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi SAKIP di
lingkungan kerja Sekretariat Kemenko Polhukam. Capaian ini tidak
terlepas dari kontribusi masing-masing unit kerja yang berada
dibawah Sekretariat Kemenko Polhukam. Namun terdapat
penurunan nilai pada tahun 2018 yang menjadi perhatian khusus
bagi seluruh pimpinan dan anggota pada Sekretariat Kemenko
Polhukam untuk tetap melakukan perbaikan dan peningkatan

implementasi SAKIP secara terus menerus dan berkesinambungan.

Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP TA 2017 dan 2018
pada di Lingkungan Kemenko Polhukam berdasarkan peringkat

UNIT KERJA _ KA’;??: RI
1. DEPUTI BIDKOR KESBANG 82,13 | 82,52 A
2. DEPUTI BIDKOR HUKUM & 80,76 | 80,91 A
HAM
3. DEPUTI BIDKOR POLDAGRI 76,63 | 80,46 A
4. DEPUTI BIDKOR HANNEG 79,55 | 80,33 A
5. SEKRETARIAT MENKO 80,66 | 80,00 BB
6. DEPUTI BIDKOR KAMTIBMAS 70,35 | 79,32 BB
7. DEPUTI BIDKOR KOMINFOTUR | 78,89 | 79,02 BB
8. DEPUTI BIDKOR POLLUGRI 73,13 | 75,52 B

Disadari bahwa pelaksanaan kinerja tahun 2018 bukan hal
yang mudah untuk meningkatkan bahkan mempertahankan nilai
tersebut. Untuk itu di Tahun 2018, Biro PO akan lebih giat dalam
menguatkan SAKIP khususnya di struktur organisasi Setmenko
Polhukam. Adapun hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2018
terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah
terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi

kinerja yaitu:
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1. Perencanaan Kinerja
Dari kelima komponen tersebut, nilai perencanaan kinerja
mempunyai nilai bobot yang tinggi. Fungsi Perencanaan di Kemenko
Polhukam melekat pada Biro Perencanaan dan Organisasi.
Manajemen perencanaan di Kemenko Polhukam meliputi
operasional, SDM, pembangunan dan anggaran yang
penyelenggaraannya sudah secara terpadu dan terintegrasi. Dalam
melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, Biro
Perencanaan dan Organisasi melakukan berbagai kegiatan selama
tahun 2018, yaitu :
a. Revisi Rencana Strategis Sekretariat Kemenko Polhukam tahun
2015-2019
Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kemenko Polhukam
tahun 2015-2019 telah rampung terselesaikan. Namun pada
periode Triwulan I 2018 Renstra Sekretariat Kemenko Polhukam
telah dilakukan revisi. Revisi dilakukan karena mengikuti
perubahan dinamis lingkungan yang sangat cepat berubah
dinama Renstra yang lama tidak mampu menampung
kebutuhan Organisasi lagi. Revisi ditetapkan melalui PerMenko
No 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenko Polhukam
No. 3 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko
Polhukam Tahun 2015-2019.
b. Penyusunan Dokumen RKT Sekretariat Kemenko Polhukam
2018
Pada awal tahun telah disusun Rencana Kerja Sekretariat
Kemenko Polhukam untuk periode tahun 2018. Rencana kinerja
tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan
dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai
kegiatan tahunan. RKT Sesmenko Polhukam TA 2018
merupakan salah satu komponen siklus akuntabilitas kinerja

yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan
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Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada
satu tahun siklus penganggaran. RKT di break down melalui
penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang bertujuan agar
target dari Perjanjian Kinerja 2018 dapat tercapai. Adapun
nantinya pada setiap Triwulan dilakukan evaluasi agar dapat
dilakukan feedback pada periode triwulan selanjutnya.
Perumusan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Sekretariat
Kemenko Polhukam
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah disusun berbeda
dengan tahun sebelumnya dimana perjanjian kinerja Tahun
2018 disusun dari Tingkat Menteri hingga Eselon IV. Adapun
perjanjian Kinerja disusun dengan melakukan casecade down
indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari
level pimpinan tertinggi sampai terendah.
Perumusan Bahan Penyusunan RKP 2019
Penyusunan RKP tahun 2019 dilakukan pada tahun
sebelumnya. Untuk itu, setiap instansi harus memberikan Draft
RKP yang nantinya akan diimplementasikan. Untuk itu
pentingnya dilakukan pembahasan:
1) Program/Kegiatan dan anggaran Kemenko Polhukam 2018;
2) Pembahasan Draft RKP 2019, PN 5: Stabilitas Keamanan
dan Kesuksesan Pemilu; dan
3) Usulan Kedeputian terkait rencana 2019.
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Unit Sekretariat
Kemenko Polhukam berbasis Kinerja
Tantangan utama pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara adalah terbatasnya ruang gerak kapasitas fiskal

sebagai akibat dari terbatasnya sumber pendanaan sehingga
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menambah kompleksitas pemilihan prioritas pembangunan
nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, diterapkan
kebijakan penganggaran dengan meningkatkan kualitas belanja
(Quality of Spending) melalui pemantapan penerapan sistem
penganggaran baru sebagaimana diamanatkan dalam
UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara serta memperkuat penganggaran berbasis Kinerja
disertai dengan penerapan penganggaran terpadu serta
kerangka  pengeluaran jangka  menengah. Penerapan
penganggaran berbasis Kinerja paling sedikit mengandung 3
(tiga) prinsip, yaitu: a. prinsip alokasi anggaran program dan
kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang
dilekatkan pada stuktur organisasi (money follow function); b.
prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and
outcome oriented); dan c. prinsip fleksibilitas pengelolaan
anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the
manager manages).

Biro Perencanaan dan Organisasi melaksanakan pendampingan
penyusunan RKA-K/L kepada seluruh Unit Sekretariat
Kemenko Polhukam untuk menjamin dan memastikan
tersususnnya anggaran yang berbasis pencapaian kinerja.
Pelaksanaan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran (KRISNA) Sekretariat Kemenko Polhukam

KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja
Anggaran) merupakan integrasi antara 3 (tiga) Kementerian,
yaitu Kementerian PPN /Bappenas, Kementerian Keuangan, dan
Kementerian PAN RB yang dituangkan dalam bentuk sistem
aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran,
serta pelaporan informasi kinerja. Aplikasi KRISNA digunakan
dalam proses penyusunan Renja K/L Tahun 2018 yang
selanjutnya akan menjadi referensi bagi RKA KL.

Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: Sebagai alat
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bantu bagi Kementerian/Lembaga dalam proses penyusunan
(input dan update) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
Sebagai alat bantu untuk melakukan pengecekan dan validasi
terhadap data dan informasi dalam Rancangan Renja K/L bagi
Kementerian PPN/Bappenas dan DJA Kementerian Keuangan
yang menjadi mitra kerja Kementerian/Lembaga; dan Sebagai
referensi untuk RKA KL Kementerian Keuangan dan penilaian
kinerja Kementerian PAN RB. Biro Perencanaan dan Organisasi
melaksanakan pendampingan entry data KRISNA guna
menjamin keselarasan rencana kerja dengan informasi
penganggaran yang dihimpun dari seluruh entitas Perencanaan

unit organisasi

2. Pengukuran Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama
(IKU)

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen
kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin
adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan
akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome
yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan
terwujudnya organisasi yang akuntabel. Bentuk pengukuran
kinerja pada instansi pemerintah ialah Indikator Kinerja Utama
(IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan
kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi
serta mandat (core business) yang diemban.

Realisasi selama tahun 2018 pada aspek ini adalah Sekretariat
Kemenko Polhukam telah melaksanakan Pengukuran Kinerja dari
tingkat tertinggi yaitu Sesmenko Polhukam hingga pada jajaran
Eselon IV. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk IKU yang
diiringi oleh manual IKU Sesmenko hingga level Eselon IV. Manual
IKU merupakan alat bantu dalam melakukan pengukuran kinerja,
menjadi panduan untuk menjaga konsistensi pengukuran kinerja,

dan berisi berbagai informasi, seperti definisi, satuan, teknik
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menghitung, sifat data IKU, sumber data, periode data IKU dan

keterangan lain yang dianggap perlu. Adapun tujuan dari manual

IKU adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari

suatu IKU.

Di Kemenko Polhukam tersedia aplikasi yang mendukung
pengukuran kinerja, yaitu aplikasi Sistem Data Kinerja (SISDAKIN)
serta Sistem Data Kinerja Pegawai (SKP). Setiap pegawai di
Kemenko Polhukam dapat melakukan pengukuran kinerja secara
individu, dengan memasukkan rencana serta target yang akan
dicapai kemudian secara berkala melakukan penginputan
terhadap hasil yang dicapai. Demikian dengan kinerja unit kerja,
masing-masing unit kerja di Kemenko Polhukam dapat melakukan
pengukuran terhadap rencana, target dan capaian kinerja dari unit
kerja Eselon I sampai dengan Eselon IV melalui aplikasi SISDAKIN.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan
Organisasi dalam meningkatkan pengukuran kinerja sampai
dengan periode TA 2018, yaitu :

a. Penginputan SISDAKIN pada Sekretariat Kemenko Polhukam,
meliputi :

target anggaran dan kinerja;
rencana kegiatan;
realisasi kegiatan dan kinerja.

b. Melaksanakan pengelolaan dan evaluasi hasil SISDAKIN agar
dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan bagi
pimpinan;

c. Melakukan pengembangan SISDAKIN;

Melakukan peningkatan kapasitas unit kerja di
lingkungan  Sekretariat Kemenko Polhukam  dalam

penggunaan SISDAKIN.

3. Pelaporan Kinerja

Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assessment” oleh
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masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah
secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan
memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih
tinggi atau pihak independen yang bertugas untuk mengevaluasi
kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP
adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu
instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
dibiayai APBN/APBD. Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke
dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja sudah
dilakukan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimaksudkan
sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana
organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target

peningkatan peringkat.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai pada
unsur Pelaporan Kinerja ialah penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam yang dilaksanakan setelah
program dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2017 berakhir atau
pada periode triwulan I tahun 2018. Laporan Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2017 telah disusun dan telah
disampaikan kepada stakeholder terkait. LAKIP yang telah disusun
disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-
masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang
komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik
hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan
semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas
pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut. Bentuk
Pelaporan lainnya yang disusun oleh Sekretariat Kemenko Polhukam
selama tahun 2018 ialah Laporan Kinerja Triwulan I, II, III dan IV.
Melalui laporan tersebut akan dilakukan evaluasi dan monitoring
indikator tersebut sesuai target. Pada Laporan Triwulan I, II, III dan

IV dapat dilihat Perkembangan IKU masing-masing unit Eselon I dan
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II yang dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.

Bentuk pelaporan lainnya ialah penyampaian laporan tepat
waktu melalui sistem online. Berdasarkan Surat Kemenpan dan RB
No.B/05/M.RB.00/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang
Penyampaian surat edaran Menteri PANRB tentang Reviu
Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara
Penyampaian Laporan Kinerja Instnasi Pemerintah. Sebagaimana
dimaksud pada surat tersebut ialah mewajibkan seluruh instansi
pemerintah untuk mengupload dokumen SAKIP pada website
esr.menpan.go.id. Penginputan dokumen SAKIP Kemenko Polhukam
dilakukan untuk dokumen Es I dan II dan telah selesai dilakukan

sebelum tenggang waktu yang telah ditentukan.

Dalam melakukan peningkatan dalam hal pelaporan kinerja,

Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan berbagai kegiatan
selama tahun 2018, yaitu :

a. Monitoring dan Evaluasi Capaian Pembangunan Nasional

Kemenko Polhukam secara Elektronik (E-Monev Bappenas)

Sekretariat Kemenko Polhukam

E-Monev Bappenas merupakan integrasi antara 2 (Dua)
Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko
Polhukam, sebagai pelaksana pembangunan nasional, yang
dituangkan dalam bentuk sistem aplikasi untuk mendukung
proses pelaporan informasi kinerja. cmemiliki fungsi utama
sebagai alat bantu bagi Kementerian/Lembaga dalam proses
monitoring (pemantauan) dan evaluasi hasil capaian anggaran dan
kinerja Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan
pembangunan. Selain itu, Aplikasi E-Monev juga berfungsi
sebagai referensi Kementerian PPN/Bappenas bahwa capaian
kinerja Kemenko Polhukam juga selaras dalam usaha mencapai
pembangunan nasional. Biro Perencanaan dan Organisasi

melaksanakan pendampingan entry data, baik rencana, target
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dan realisasi, guna menjamin keselarasan rencana kerja dan
anggaran dengan informasi capaian dan realisasi yang dihimpun
dari seluruh entitas Perencanaan unit organisasi di Lingkungan
Kemenko Polhukam.

b. Kolaborasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat Kemenko Polhukam periode Tahun 2017 dan
Triwulan I, II, III dan IV TA 2018;

Sekretariat Kemenko Polhukam terdiri dari 3 (tiga) unit kerja Biro,
yaitu Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Umum dan Biro
Hukum, Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat kemenko Polhukam juga
disusun secara berkala dengan menyelaraskan seluruh capaian

pada ketiga biro tersebut.

4. Evaluasi Kinerja
Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen
pemerintahan yang tidak lepas dari Perencanaan, dimana fungsi dari
evaluasi tersebut ialah untuk memastikan rencana yang telah
ditargetkan dapat tercapai. Pada Kemenko Polhukam terdapat unit
APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mengevaluasi kinerja
setiap unit organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam. APIP telah
melaksanakan evaluasi atas AKIP Unit Eselon I di lingkungan
Kemenko Polhukam. Evaluasi AKIP telah dilaksanakan pada
Triwulan I dan disampaikan pada unit organisasi pada periode
Triwulan II. Hasil evaluasi AKIP nantinya akan ditindaklanjuti oleh
setiap unit organisasi. Adapun hasil evaluasi SAKIP untuk Setmenko
Polhukam ialah:
a. Melakukan evaluasi terhadap tujuan dan indicator tujuan agar
menghasilkan proses yang baik dan selaras
b. Terus meningkatkan kualitas rumusan indicator kinerja agar
sesuai dengan kriteria indicator kinerja yang baik

c. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan

26
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SETMENKO POLHUKAM TAHUN 2018



perencanaan kinerja di masa yang akan dating, perbaikan
penerapan manajemen Kkinerja serta untuk mengukur
keberhasilan unit kerja

d. Adanya komitmen pimpinan yang mengaitkan capaian kinerja
sebagai salah satu syarat dalam pemberian tunjangan kinerja
sebagai reward dan punishment

e. Menindaklanjuti segala temuan di lingkungan secretariat
Kemenko Polhukam

f. Pendampingan pengelolaan Review SAKIP secara Elektronik (E-

SAKIP Review) pada website esr.menpan.go.id

5. Capaian Kinerja
Realisasi Capaian kinerja masing-masing kegiatan telah
terlaksana dengan baik. Adapun capaian kinerja dapat terlihat dari
kualitas isi laporan Akuntabilitas Kinerja yang menggambarkan
kinerja dari pejabat tersebut. Adapun capaian kinerja baik pada
rekapitulasi kegiatan dan capaian IKU dapat dilihat pada Laporan
Kinerja Sesmenko Pollhukam Tahun 2018

2. Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Perencanaan,

Evaluasi, Data dan Organisasi. (Skala likert 1-5)

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan
mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang
menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia
jasa. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara
berkelanjutan, @ maka  perlu dilakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang
harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan Survei

Kepuasan terhadap pengguna layanan.

Mengingat jenis layanan khususnya layanan publik sangat

beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei
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Kepuasan terhadap pengguna layanan dapat menggunakan metode dan
teknik survei yang sesuai. Dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan di Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam,
perlu disusun indeks kepuasan layanan sebagai tolok ukur untuk
menilai tingkat kualitas pelayanan sebagai bagian dari variabel
penilaian layanan kepuasan di Biro Perencanaan dan Organisasi
Kemenko Polhukam. Metode yang digunakan dalam mengukur
kepuasan layanan di Biro Perencanaan dan Organisasi ialah metode
skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif
terhadap suatu pernyataan, dimana metode tersebut sering dikenal
dengan skala likert. Skala likert merupakan tehnik pengukuran sikap
yang paling luas digunakan dalam riset kepuasan pelayanan. Skala
likert memungkinkan responden untuk mengekspresikan intesitas
perasaan mereka secara lebih luas. Hal ini dimungkinkan karena
pertanyaan yang dalam skala likert memiliki jawaban yang berjenjang

atau memiliki kemungkinan jawaban yang lebih banyak.

Kegiatan yang dilakukan dalam ruang lingkup Sekretariat
Kemenko Polhukam ialah melakukan pelayanan dan dukungan
administratif dan penguatan organisasi di Lingkungan Kemenko
Polhukam. Pengukuran skala likert pada lingkungan Kemenko
Polhukam dilakukan oleh 4 Bagian dibawah Biro Perencanaan dan
Organisasi yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Evaluasi dan Pelaporan,
Bagian Organisasi dan tatalaksana dan Bagian Data. Pada pengukuran
yang dilakukan yang menjadi populasi pada pengukuran Indeks
Kepauasan Layanan ialah Pegawai yang bekerja di kemenko Polhukam
dengan Sampel yang berbeda setiap bagian tergantung stakeholder
yang menerima layanan. Adapun tahapan Survei Indeks Kepuasan
Tahun 2018 di Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan
a. Membuat daftar pertanyaan kuesioner untuk Survei Indeks
Kepuasan Tahun 2018

b. Membuat database calon responden survei.
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2) Tahap Proses
a. Melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh database
responden yang berinteraksi dengan frekuensi tinggi dengan
Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
b. Secara berkala melakukan pengecekan pada sistem survei
online untuk mengetahui perkembangan survei;
3) Tahap Analisa dan Evaluasi
a. Melakukan rekapitulasi hasil survei yang telah diisi oleh
responden;
b. Membuat analisa, evaluasi dan rekomendasi dari data yang

telah diperoleh.

Pada dasarnya fokus pelayanan Biro Perencanaan dan Organisasi
yang diberikan kepada setiap unit di Kemenko Polhukam bertujuan
agar tujuan dari organisasi Kemenko Polhukam sendiri tercapai yaitu
menjadi organisasi yang akuntabel, efektif dan berkinerja yang dapat
disimpulkan dengan pencapaian skor nilai Reformasi Birokrasi

Kemenko Polhukam, Nilai AKIP dan Opini BPK atas Laporan Keuangan.

Pegawai Kemenko Polhukam yang menjadi Responden diminta
untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk
menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian
pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan akan
ditetapkan secara spesifik sehingga menghasilkan data primer dan data
sekunder. Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisis
dengan statistik deskriptif. Untuk menggambarkan karakteristik
responden terhadap  tingkat kepuasan layanan di Bagian Biro
Perencanaan dan Organisasi yang digunakan statistik deskriptif yaitu
dengan tabulasi. Pengukuran terhadap tingkat kepuasan layanan
terdiri dari kepuasan terhadap sikap, kejelasan informasi, kejelasan
materi yang disampaikan, kecepatan respon/tanggapan yang diberikan
dan kepuasan terhadap penanganan keluhan. Pertanyaan-pertanyaan

dalam kuesioner tersebut menggunakan Interprestasi dan  scor
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penilaian Skala Likert sebagai berikut :

Scor | Interpretasi

Sangat
Rendah

Rendah

1

Sedang

2
3
4 Kuat
5

Sangat Kuat

Hasil dari tabulasi data dari jawaban dari masing-masing bagian

adalah sebagai berikut:

No Uraian Komponen Nilai
1 | Layanan Perencanaan dan Organisasi 4,5
2 | Layanan Evaluasi dan Pelaporan 4,29
3 | Layanan Organisasi dan Tatalaksana 4,00
4 | Layanan Data dan Informasi 3,72

Hasil = | 4,12

Dari hasil Nilai Kepuasan Pelayanan tersebut bahwa Pelayanan yang
dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi telah efektif karena
telah mendapatkan penilaian yang baik oleh Stakeholder berdasarkan
dimensi-dimensi pelayanan publik yang digunakan. Hal ini ditunjukan
dengan rekapitulasi hasil nilai pelayanan yang berada pada nilai 4,12
yang termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa
kualitas pelayanan yang diberikan oleh lingkungan Biro Perencanaan
Organisasi sebagai bagian dari Setmenko Polhukam sudah baik.

Dalam rangka mencapai nilai tersebut atau tercapainya
kepuasan pelayanan pada layanan, Biro Perencanaan dan Organisasi

melakukan beberapa kegiatan antara lain :
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10.

11.

12.

13.

Melakukan pendampingan unit kerja dalam penyusunan program,
anggaran dan kegiatan tahun 2019;

Melakukan pendampingan unit kerja dalam menyusun revisi
anggaran tahun berjalan (TA 2018);

Melakukan fasilitasi penyusunan bahan pidato Menko Polhukam
di Badan Anggaran DPR;

Melakukan pendampingan penyusunan bahan Perencanaan
kinerja unit organisasi di Kemenko Polhukam;

Melakukan penyusunan bahan Kolaborasi Perencanaan dan
Informasi Kinerja Kemenko Polhukam

Melakukan penyusunan perhitungan Kerangka Pembangunan
Jangka Menengah yang menjadi referensi dalam penganggaran
Kemenko Polhukam

Peningkatan kapasitas dan kompetensi Perencanaan dengan
melaksanakan bimbingan teknis dan workshop terkait
Perencanaan;

Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan
penginputan aplikasi E-Monev Bappenas PP.39 versi 3;
Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan
penginputan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan;

Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan evaluasi
SAKIP secara Elektronik (E-SAKIP Review) melalui website
esr.menpan.go.id. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;

Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan
penyusunan laporan periode Triwulan dan Tahunan secara
berjenjang dari Eselon IV s.d. Eselon I;

Melakukan fasilitasi penyelarasan capaian pembangunan nasional
antara Kemenko Polhukam dengan Kementerian PPN /Bappenas;
Melakukan fasilitasi penyusunan bahan pidato Menko Polhukam

terhadap capaian 3,5 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis terhadap
pengisian aplikasi SISDAKIN V.2.0;

Melakukan pendampingan pembuatan sistem aplikasi yang dibuat
oleh wunit kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan
kegiatannya;

Melakukan pengelolaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE);

Peningkatan pelayanan perpustakaan Kemenko Polhukam
diantaranya pengadaan buku 100 eksemplar,;

Peningkatan kapasitas personil perpustakaan dengan
mengikutsertakan pada kegiatan Bedah Buku di Bandung;
Memelihara jaringan komputer (LAN) di Kemenko Polhukam;
Melakukan Evaluasi Jabatan Struktural, Fungsional dan
Pelaksanan.

Melakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana sesuai
Permenpan Nomor 25 Tahun 2016

Melakukan proses usulan kenaikan Kelas Jabatan ke Kementerian
PAN RB dan telah disetujui untuk kenaikan kelas jabatan pada
tataran eselon III dan IV.

Melakukan penyusunan kelas jabatan dan peta jabatan, yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Menko Nomor 3 Tahun 2018 (Berita
Negara Nomor 669).

Menginventaris usulan penataan organisasi dari tiap unit kerja
sebagai bahan penataan organisasi pada tahun 2019.

Melakukan sosialisasi teknis evaluasi kelembagaan berdasarkan
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Melaksanakan evaluasi kelembagaan pada tingkatan Organization
wide level (Kemenko Polhukam) dan sub organization wide level
(unit organisasi eselon I) Penyempurnaan Dokumen SOP AP
(Keputusan Menko Polhukam Nomor 44 Tahun 2018 tentang SOP
AP Kemenko Polhukam,;
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27. Pelayanan Ketatalaksanaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis
Tata Naskah Dinas kepada seluruh perwakilan masing-masing
unit kerja;

28. Melakukan penyusunan pedoman pengelolaan Kearsipan

29. Pelayanan Ketatalaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi
Sistem Verifikasi SOP AP dan Website SIFORTAL Kemenko
Polhukam;

30. Penyusunan Peta Proses Bisnis Kemenko Polhukam.

31. Melakukan Identifikasi pendalaman Tugas dan Fungsi maupun

perubahan nomenklatur Jabatan

. Persentase realisasi Penyerapan anggaran Setmenko Polhukam

Berkaitan dengan reformasi di bidang perencanaan dan
penganggaran, para perencana pada tingkat satuan kerja menetapkan
kebijakan, program, kegiatan, sasaran dan anggaran. Langkah tersebut
merupakan siklus tahunan sehingga pelaksanaannya tepat sasaran,
tepat waktu, efisien, efektif dan akuntabel. Perencanaan yang baik
adalah ketika target dengan realisasi memiliki deviasi yang tidak lebih
dari 5%. Untuk itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi secara
berkala agar dapat mendeteksi kemungkinan kegagalan penyerapan

anggaran lebih dini.

Pada tingkat rencana operasional Setmenko Polhukam telah
teralisasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi kegiatan

yang diikuti dengan penyerapan anggaran yang baik.

Pagu anggaran Setmenko Polhukam pada tahun 2018 sebesar
Rp 110.171.852.000,- dengan realisasi pada periode Triwulan I sebesar
Rp 24.724.530.798,- atau sebesar 20,80 %. Pada periode triwulan II
penyerapan anggaran sebesar Rp 58.500.520.685 atau sebesar 49,09%.
Pada triwulan III penyerapan anggaran sebesar Rp 84.251.708.476,-
atau sebesar 80,55% dan dengan realisasi pada Tahun 2018 sebesar

Rp 108.281.579.882,- atau 98,28%, dengan rincian sebagai berikut:
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Sasaran
Strategis

(1)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Kemenko
Polhukam

Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
lainnya

Indikator Kinerja

(2)

Peningkatan
sarana dan
prasarana dalam
mendukung
kinerja kemenko
Polhukam

Penyusunan dan
Pengembangan
Rencana kerja,
Evaluasi,
Organisasi dan
Tata Laksana,
Perpustakaan
dan Data

Penyelenggaraan
Pelayanan
Persidangan dan
Hubungan Antar
Lembaga

Pengelolaan
Administrasi
Umum,
Kepegawaian,
Perlengkapan
dan Rumah
Tangga,
Keuangan,
Protokol dan
Keamanan

Pagu

(3)
6.000.000.000

4.038.104.000

1.023.698.000

99.110.050.000

Realisasi
TW I
(4)
197.960.000
(3,30%)

687.848.700
(17,03%)

120.312.500

(11,75%)

23.718.409.598
(22%)

TOTAL 110.171.852.000 24.724.530.798

(20,80%)

Realisasi Realisasi Realisasi

TW II TW III 2018
(5) (6) (7)
2740135071  1.429472.829  5.787.590.527
(45,67%) (76,18) 96,45%

1504995360  2.597.806.804  3.972.082.467
(37,27%) (64,33) 98,36%

363.303.552 539.239.302 1.016.515.552

(35,49%) (52,68) 99,29%

53.802.086.702  76.544.135.199  97.505.391.336
(49,98%) (81,84) (98,38%)

58.500.520.685 84.251.708.476  108.281.579.882
(49,09%) (80,55%) (98,28%)

Target penyerapan anggaran Setmenko Polhukam pada tahun

2018 sebesar 96% dengan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp

108.281.579.882,-

atau

sebesar

98,28%.

Penyerapan anggaran

Setmenko Polhukam tahun 2018 dapat dikatakan baik hal tersebut

terlihat dari tercapaianya realisasi dari target yang ditentukan dengan

tingkat deviasi kecil (0-5%) sebesar 2,28 %.
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4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam

Kementerian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan
menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun
dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan
informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Pencapaian tertinggi atas penilaian suatu Laporan Keuangan
adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini atas Laporan
Keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui
hasil Audit atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam yang
dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK dilaksanakan selama 75 hari kerja,
yaitu mulai dari tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan 11 Mei 2018.
Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Nomor : S-2624/PB/2018 tanggal 28 Maret
2018 tentang Penyampaian dan Koreksi Data/Transaksi pada LKKL
TA 2017 Audited. Laporan Keuangan telah selesai diperiksa oleh Tim
Pemeriksa BPK dan diserahkan ke Kementerian Keuangan tanggal 20
April 2018.

Berdasarkan Surat Anggota I BPK RI Nomor 8/S/III-XIV/05/2018
tanggal 21 Mei 2018 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Kemenko Polhukam Tahun 2017, dalam laporan tersebut

disampaikan bahwa Kemenko Polhukam mendapat Opini Wajar Tanpa
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Pengecualian (WTP). Berikut adalah Ringkasan Laporan Keuangan
Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2017 (Audited):

1. Laporan Realisasi AnggaraRealisasi Pendapatan Negara dan
Hibah pada Tahun 2017 sebesar Rp296.007.807. Realisasi
Belanja Negara Rupiah Murni (RM) pada Tahun 2017 adalah
sebesar Rp284.469.437.579 dari alokasi anggaran sebesar
Rp300.479.761.000.

2. Laporan Neraca Jumlah Aset per 31 Desember 2017 adalah
sebesar Rp77.323.090.038 Jumlah Kewajiban per 31 Desember
2017 adalah sebesar Rp2.467.902.405 Sementara itu jumlah
Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp74.855.187.633.

3. Laporan Operasional Pendapatan-LO untuk periode sampai
dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp13.848.200,
sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar
Rp323.607.199.122 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan
Operasional sebesar minus Rp323.593.350.922. Kegiatan Non
Operasional surplus sebesar Rp559.963.339, sehingga Kemenko
Polhukam mengalami Defisit-LO sebesar minus
Rp323.033.387.583.

4. Laporan Perubahan Ekuitas
Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebesar
Rp66.342.524.860 dikurangi Defisit-LO sebesar minus
Rp276.922.456.113, dikurangi dampak kumulatif perubahan
kebijakan dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi
Lain-lain senilai minus Rp3.869.394.625 serta  ditambah
Transaksi Antar Entitas sebesar Rp284.173.429.772 sehingga
Ekuitas akhir entitas Kemenko Polhukam pada tanggal 31
Desember 2017 adalah senilai Rp77.462.893.144.
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NO INDIKATOR TARGET 2018
Opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam |1 Opini

[am—y

Capaian terhadap Target Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

NO INDIKATOR T™W 1 TWIH | TWII | TWIV
| Opini WTP atas Laporan
Keuangan Kemenko Polhukam

WTP

5. Persentase Pelayanan Hukum yang ditindaklanjuti

Pelayanan hukum adalah kegiatan pelayanan di bidang hukum
yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian dengan lingkup kegiatan
terdiri dari penyusunan peraturan perundang-undangan,
pendokumentasian dan publikasi hukum, dan penelaahan produk
hukum dan pemberian advokasi hukum. Apabila dikaitkan dengan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, maka unit yang
mempunyai tugas dan fungsi pelayanan hukum adalah Biro Hukum,
Persidangan dan Hubungan Kelembagaan, yang secara khusus

dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Persidangan
dan Hubungan Kelembagaan sebagai unit organisasi Eselon II di Kemenko
Polhukam di tahun 2018, terdapat salah satu indikator kinerja yaitu
persentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti dengan target 74%.
Makna “ditindaklanjuti” pada Perjanjian Kinerja ini adalah suatu tindakan
atau langkah nyata dari suatu rencana aksi yang sudah disusun secara
matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi dari
stakeholder. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan pelayanan hukum
yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum pada Biro Hukum, Persidangan,
dan Hubungan Kelembagaan, maka pelayanan hukum yang

ditindaklanjuti adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada unit
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pemrakarsa sesuai prakarsa/ usul/permohonan dari unit pemrakarsa
kepada Bagian Hukum pada Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan
Kelembagaan baik yang disampaikan melalui nota dinas resmi dan/atau
melalui surat elektronik (email). Adapun tolak ukur untuk menilai
persentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti adalah dilihat dari
JUMLAH PELAYANAN HUKUM (JUMLAH PELAYANAN HUKUM YANG
DIBERIKAN) / JUMLAH PERMOHONAN PELAYANAN HUKUM DARI
UNIT PEMRAKARSA x 100%.

Mengacu pada penjelasan diatas, dapat dijelaskan capaian
perjanjian kinerja untuk Pelayanan Hukum s.d Triwulan IV sebagai

berikut:

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja/Realiasi Pelayanan Hukum yang

Ditindaklanjuti Tahun 2018

No Rincian Capaian

1 Penyusunan Peraturan Perundang- 100%
undangan

5 Dokumentasi dan Publikasi Produk 100%

Hukum

3 Penelaahan Produk Hukum dan 100%
" | Pemberian Advokasi Hukum °

Rata-rata Realisasi Pelayanan Hukum yang

O,
Ditindaklanjuti 100%

Adapun rincian realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait

pelayanan hukum yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:
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1.

No

Realisasi
Perundang-undangan Tahun 2018

Pelayanan

Rancangan peraturan

perundang-undangan,

rancangan keputusan,
rancangan aturan kebijakan,

dan studi kelayakan

Melakukan penyiapan
fasilitasi penyusunan
rancangan peraturan
perundang-undangan
dibidang polhukam sesuai
ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU
12/2011 (Fasilitasi/Asistensi
Perancangan dan Penyusunan
Rancangan Undang-
Undang/PERPPU, Peraturan
Pemerintah, Peraturan
Presiden, dan Keputusan
Presiden)
Melakukan penyiapan
penyusunan rancangan
peraturan perundang-
undangan berbentuk
Peraturan Menteri sesuai
ketentuan Pasal 8 UU
12/2011

Melakukan penyiapan
penyusunan rancangan
produk hukum selain PUU
yang berbentuk Keputusan
Menteri

Melakukan penyiapan
penyusunan rancangan
produk hukum selain PUU
yang berbentuk Keputusan
Sekretaris Kementerian

Melakukan penyiapan
penyusunan rancangan

Hukum

terkait

Realiasi Pelayanan
Hukum

1 Rancangan
Undang-Undang
(RUU tentang
Ketenaganukliran)

5 Rancangan
Peraturan Menteri (2
Rancangan sudah
diundangkan, 1
Rancangan sedang
menunggu proses
penetapan Menteri,
dan 2 Rancangan
masih dalam proses
penyusunan)

84 Rancangan
Keputusan Menko
Polhukam (termasuk
Rancangan
Keputusan terkait
Kepegawaian)

48 Rancangan
Keputusan Sesmenko
Polhukam (termasuk
Rancangan
Keputusan terkait
Kepegawaian)

6 Rancangan (2
Rancangan Pedoman

Penyusunan

Peraturan

Permohonan
unit
pemrakarsa/
kementerian
terkait

1

84

48
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produk hukum selain PUU dan 2 Rancangan

yang berbentuk Aturan Petunjuk
Kebijakan (Pedoman dan Pelaksanaan, dan 2
Juklak) dan Rancangan Rancangan
Keputusan terkait Korpri Keputusan K/L lain)
6. Melakukan penyiapan 11 Produk 11
penyusunan studi
kelayakan/analisis

Rancangan Produk
Hukum /analisis kesesuaian
peraturan perundang-

undangan

TOTAL 155 155
Persentase Pelayanan Hukum terkait Penyusunan 155/155x10% =
Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018 yang 100%

ditindaklanjuti

2. Realisasi Pelayanan Hukum terkait Dokumentasi dan Publikasi
Produk Hukum Tahun 2018

No Uraian Tugas Jabatan Realiasi Pelayanan Permohonan
Hukum Pelayanan
Dokumentasi

dan Publikasi
Produk Hukum

1 Melakukan pendokumentasian a. 3 buah Permenko 142
dan publikasi produk hukum Polhukam
(permenko, kepmenko, b. 90 buah Kepmenko
kepsesmenko) secara manual Polhukam
c. 49 buah
Kepsesmenko
Polhukam
2 Melaksanakan pengundangan 3 Permenko Polhukam 3
peraturan menteri
3 Mengerjakan salinan produk a. 3 buah Permenko 102
hukum yang difasilitasi Polhukam
Bagian Hukum b. 55 buah Kepmenko
Polhukam
c. 44 buah
Kepsesmenko
Polhukam
4 Melakukan publikasi produk 3 Permenko Polhukam 3

hukum melalui website
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH)
S Melakukan penghimpunan a. 6 buah buku 7
produk hukum himpunan
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(Permenko,
Kepmenko,
Kepsesmenko)
b. 1 buah CD
Himpunan Produk
Hukum
6 Melakukan pendokumentasian a. 3 buah Permenko 142
dan publikasi produk hukum Polhukam
secara digital b. 90 buah Kepmenko
Polhukam
c. 49 buah
Kepsesmenko
Polhukam
TOTAL 398 829

Persentase Pelayanan Hukum terkait Dokumentasi 399/399x100%
dan Publikasi Produk Hukum Tahun 2018 yang = 100 %
ditindaklanjuti

3. Rincian Pelayanan Hukum terkait Penelahaan Produk Hukum dan
Pemberian Advokasi Hukum Tahun 2018

No Penelahaan Produk Hukum Dan Realisasi Pelayanan Permohonan
Pemberian Advokasi Hukum Hukum Pelayanan
Hukum
1. Melakukan Penelaahan Produk 4 Penelaahan Produk 7

Hukum Kemenko Polhukam (LHKPN Hukum (Indikator
dan LHKSN, Permenko Polhukam Kinerja Utama (IKU,
No.2/2013 tentang Sistem Kelas Jabatan,
Penanganan Pengaduan Gratifikasi, Permenko
(Whistleblower System) Tipikor di Polhukam 2009-2018)
Kemenko Polhukam, Permenko

Polhukam Nomor 15 Tahun 2012, 3 Penelaahan Produk
Gratifikasi, Pengelolaan Arsip, Kelas Hukum masih dalam
Jabatan, Permenko Polhukam Tahun proses penelaahan

2009-2018

2. Melakukan Perancangan 144 Rancangan 144
Perjanjian/Kontrak Kerja PPNPN Perjanjian/Kontrak
Kemenko Polhukam Kerja PPNPN

3. Melakukan Perancangan 1 Rancangan 7
Perjanjian/kontrak Kemenko Perjanjian Kerja Sama
Polhukam IDI

1 Rancangan Kontrak
Pengadaan Video
Saber Pungli
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4. Melakukan Perancangan Nota
Kesepahaman (MoU) Kemenko
Polhukam

1 Rancangan BAST
antara Kemenko

Polhukam dengan
BSSN

1 Rancangan BAST
antara Biro PO
dengan Deputi
Bidkoor Kominfotur

1 Rancangan BAST
antara Biro
Kumsidhal dengan
Deputi Bidkoor
Kominfotur tentang
Pelayanan Publik

1 Rancangan BAST
antara Biro
Kumsidhal dengan
Deputi Bidkoor
Kominfotur tentang
PPID

1 Rancangan BAST

antara Deputi Bidkoor
Kominfotur dengan

Desk Cyberspace

(DCN)

1 Rancangan Nota 7
Kesepahaman (MoU)

IDI

1 Rancangan MoU
Antara Kemenko
Polhukam dan BIN

1 Rancangan MoU
Antara Kemenko
Polhukam dan KPK

1 Rancangan NDA
Antara Kemenko
Polhukam dan
Kemenkeu

1 Rancangan MoU
Antara Kemenko
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Melakukan Pemberian Advokasi
Hukum atas Perkara

Pidana/Perdata/Tata Usaha Negara

(1 sengketa informasi publik, 7
gugatan perdata kepada Menko
Polhukam)

6. Melakukan penyiapan penyusunan

Pertimbangan Hukum

Polhukam dan
Yayasan Anak Bangsa
Indonesia (YABI)

1 Rancangan NDA
Antara Kemenko
Polhukam dan PT.
Deptech

1 Rancangan MOU
Antara Kemenko
Polhukam dan
Keraton Kasunanan
Surakarta
Hadiningrat

1 Putusan sengketa 10
informasi publik

2 Gugatan Perdata
sudah selesai dan
dimenangkan
Kemenko Polhukam

6 Gugatan Perdata
masih dalam Proses
Pendampingan

1 Gugatan Perdata
sedang dalam proses
Peninjauan Kembali
(PK)
- (Penataan Regulasi 7
Indonesia dengan
Regulatory Delivery
Office Inggris dengan
Deputi Bidkoor
Kumham

-Penggunaan
Lambang Negara
pada Plat Nomor
Kendaraan Dinas
Kemenko Polhukam)

-Penataan/
Manajemen PPNPN
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-Penggunaan
Lambang pada tim
SIMAN

-Pertimbangan
Hukum terkait
pelanggaran kode
etik profesi TNI

-Pertimbangan
Hukum terkait
Status Badan
Hukum HTI pasca
pencabutan izin oleh
Kemenkumham dan
adanya upaya
hukum dari Pihak
HTI

-Pertimbangan
Hukum terkait
Status Pensiunan
pegawai PT.POS dan

Giro
TOTAL 182 182
Persentase Pelayanan Hukum terkait Penelahaan 182/182x100 %
Produk Hukum dan Pemberian Advokasi Hukum Tahun
2018 yang ditindaklanjuti = 100 %

6. Persentase Publikasi Kegiatan Kemenko Polhukam yang

ditindaklanjuti

Dalam rangka terinformasikannya kepada publik tentang kegiatan
serta tugas fungsi Kemenko Polhukam maka unsur publikasi sangat
penting perannya dalam rangka menyampaikan seluruh kegiatan yang
telah dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam yang menyangkut bidang

Politik, Hukum dan Keamanan kepada masyarakat luas.

Guna memenuhi target indikator yang telah ditetapkan kegiatan
publikasi pada bagian Hubungan Kelembagaan dan Humas sesuai
dengan Peraturan Menko Polhukam No. 4 Tahun 2015 pada pasal 44

mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan kelembagaan dan
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hubungan masyarakat serta pemberian dukungan administrasi
kerjasama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal tersebut diatas khususnya dalam rangka melaksanakan publikasi
kegiatan Kemenko Polhukam Bagian Hubalmas mempunyai fungsi
melaksanakan peliputan, publikasi, dan pendokumentasian kegiatan

Kementerian Polhukam.

Seluruh rangkaian kegiatan publikasi dan pendokumentasian
kegiatan Kemenko Polhukam tersebut dilaksanakan melalui peliputan
berbagai kegiatan yang telah direncanakan pada Bagian Hubalmas yang
kemudian ditampilkan dalam sebuah rilis/berita di media sosial. Proses
produk publikasi tersebut dapat tercapai melalui berbagai peliputan
pelaksanaan kegiatan dengan hasil capaian sampai selama kurun waktu
bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 dihasilkan bahan
publikasi sebanyak 310 judul liputan kegiatan Kemenko Polhukam yang
kemudian dikemas dalam bentuk rilis/berita. Dari 310 judul hasil
peliputan kegiatan Kemenko Polhukam sebanyak 286 telah terpublikasi
melalui media sosial baik facebook, twitter dan Instagram. Adapun

rekapan data hasil publikasi terdapat pada lampiran.

Untuk menghitung Persentase publikasi kegiatan Kemenko
Polhukam yang ditindaklanjuti sesuai dengan target capaian kinerja yang
telah ditetapkan Biro Kumsidhal, digunakan rumus jumlah publikasi
kegiatan Kemenko Polhukam / jumlah kegiatan publikasi yang
direncanakan x 100%. Berdasarkan rumus tersebut maka Persentase
publikasi Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti selama tahun 2018
adalah sebagai berikut:

e Jumlah seluruh kegiatan Kemenko yang terpublikasi :286 judul
e Jumlah kegiatan publikasi yang direncanakan :310 judul

Jumlah seluruh kegiatan

Persentase Publikasi Kegiatan Kemenko yang terpublikasi

Kemenko Polhukam yang
ditindaklanjuti

= . . X 100%
Jumlah kegiatan publikasi

yang direncanakan
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286 judul

= X 100%
310 judul

=92,25%

Sesuai dengan penghitungan tersebut di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa Presentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam
yang ditindaklanjuti selama Tahun Anggaran 2018 yaitu 92,25%
sementara target sesuai indikator kinerja yang ditetapkan sebesar 80%.
Dengan demikian target tersebut dapat terpenuhi bahkan melebihi yang

ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Rangkaian kegiatan peliputan, publikasi dan pendokumentasian
kegiatan Kemenko Polhukam pada Bagian Hubungan Kelembagaan dan
Hubungan Masyarakat, Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan
Kelembagaan tersebut dilaksanakan melalui berbagai kegiatan Kemenko

Polhukam yang telah direncanakan
Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan
perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi
pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi (RB) telah memasuki
gelombang ketiga yang merupakan upaya perbaikan berkelanjutan dari
gelombang sebelumnya. Dalam rangka penataan dan penguatan
organisasi Kemenko Polhukam telah disusun road map RB tahun 2015-
2019 yang merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi
tahapan sebelumnya. 8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus
Reformasi Birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-
undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas,

pelayanan publik, pola piker, dan budaya kerja aparatur.

Sebagai respon terimplementasinya 8 area perubahan, Kemenko
Polhukam membentuk dan memperkuat area perubahan dengan
membentuk sub team Reformasi Birokrasi di Kemenko Polhukam dengan
mengeluarkan Kepmenko Polhukam No 11 Tahun 2018 tentang Tim

Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam. adapun 8 area perubahan yang
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dibentuk adalah melakukan manajemen perubahan, penataan
Perundaang-Undangan, penataan organisasi dan tata laksana, penataan
sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, tim  penguatan
akuntabilitas publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring
dan evaluasi pada masing- masing unit yang terkait. Hal-hal yang telah
dilakukan untuk mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi Kemenko
Polhukam selama tahun 2018 penguatan 8 area perubahan di Kemenko

Polhukam yaitu:
1. Area Manajemen Perubahan

- Penguatan peran serta aktif dari seluruh pegawai Kemenko

Polhukam dalam upaya-upaya perubahan

- Pembentukan Agent of Change/ Role Model secara formal
disertai upaya peningkatan kompetensi Agent of Change

- Penguatan 8 area perubahan dengan membentuk sub team
Reformasi Birokrasi di Kemenko Polhukam dengan
mengeluarkan Kepmenko Polhukam No 11 Tahun 2018

tentang Tim Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam

-  Monitoring dan Evaluasi implementasi RB dilakukan secara

rutin oleh Subtim Monitoring dan Evaluasi

- Sosialisasi Optimalisasi Pelaksanaan RB dan Implementasi

Penyelenggaraan SPIP Kemenko Polhukam

-  PMPRB Dilaksanakan oleh Tim PMPRB Kemenko Polhukam
tahun 2018 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 13
tahun 2018 tentang Tim Assesor Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam Tahun

2018

- Menyusun pembuatan maskot reformasi birokrasi dan
infografis/meme tentang RB untuk disebarkan melalui media

sosial di Kemenko Polhukam (facebook, twitter, WA group, dll)
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2. Area Penguatan Sistem Pengawasan

Bimbingan teknis UPG, MoU dengan KPK terkait pelaporan
Gratifikasi

MoU dengan KPK terkait pelaporan Gratifikasi akan

diimplementasikan

Membuat Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Risiko dengan
menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Risiko di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan

Peningkatan Kapabilitas APIP yang dibuktikan dengan hasil
tingkat kapabilitas berdasarkan surat Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SPM-
266/D2/01/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Laporan
Evaluasi Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kemenko
Polhukam, dalam surat tersebut disampaikan tingkat
Kapabilitas APIP Kemenko Polhukam berada pada level 2

(Infrastructure)

Penilaian ZI bagi unit kerja yang dijadikan percontohan,.
Adapun kemenko Polhukam telah mengusulkan unit kerja
yang diusulkan sebagai unit kerja yang berpredikat Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) sesuai surat Sesmenko Polhukam
nomor B.1172/Ses/PW.03.04/6/2018 tanggal 26 Juni 2018
tentang penyampaian usulan unit kerja menuju WBK dan

hasil penilaian internal

Evaluasi peraturan gratifikasi yang menjadi salah satu

pendorong pada peningkatan maturitas SPIP di unit kerja

3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Monitoring IKU dan IKK dilakukan per Triwulan. Adapun

dokumen yang telah dihasilkan ialah Laporan Triwulan Es I
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dan II (Hard dan Soft Copy)

- Penyusunan dan penyelenggaraan pelatihan penyusunan

LAKIP

- Pada tahun 2018 telah dilakukan wupgrading terhadap
Sisdakin sehingga capaian kinerja per eselon dapat dipantau

secara berkala

- Penyempurnaan IKU hingga ke level staf sebagai acuan
pelaksanaan kinerja dengan melakukan bimtek penyusunan
pohon kinerja setiap unit. Penyusunan pohon kinerja
merupakan tools agar perjanjian Kinerja dan IKU masing-
masing pejabat selaras dan mendukung perjanjian kinerja dan

IKU pejbat yang diatasnya atau bersifat Casecade down

- Meningkatnya Pemahaman mengenai AKIP dengan
melakukan rapat koordinasi, bimtek dan sosialisasi agar
memperdalam pemahaman tentang SAKIP di lingkungan

Kemenko Polhukam

- Tersedianya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan
keuangan secara periodik dengan sistem informasi

manajemen berbasis elektronik
- Tersedianya Dokumen Perjanjian Kinerja Esl. [ s/d Esl. IV

- Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan
anggaran Kemenko Polhukam serta diseminasi kepada public

(website resmi polhukam yaitu polkam.go.id)
4. Area penguatan Kelembagaan Tatalaksana
- Telah diselesaikannya penyusunan Dokumen Beban Kerja
Jabatan Pelaksana dan Fungsional

- Telah diselesaikannya penyusunan peta jabatan Kemenko

Polhukam

- Telah diselesaikannya penyusunan informasi faktor jabatan
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untuk jabatan struktural, pelaksana, dan fungsional

Hasil evaluasi jabatan telah diusulkan kepada Kementerian
PAN dan RB melalui surat Menko Polhukam Nomor B-
135/0T.01.04/6/2018

Penyusunan Rancangan Permenko Polhukam tentang Nama

dan Kelas Jabatan

Rekapitulasi usulan perubahan nomenklatur serta penajaman

tugas dan fungsi dari unit kerja

Pembangunan sistem informasi kelembagaan, terkait Analisis

Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan

Telah disusunnya Konsep Pedoman Pengelolaan Arsip
Dinamis Kemenko Polhukam yang merupakan
penyempurnaan dari PerMenko Polhukam Nomor 15 Tahun

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Kemenko Polhukam

Penyusunan Rancangan Klasifikasi Keamanan dan Akses

Arsip Dinamis (dalam proses)

Telah ditetapkannya KepMenko Polhukam Nomor 44 Tahun
2018 tentang SOP AP Kemenko Polhukam;

Telah disusun Dokumen SOP AP pada lingkup Kedeputian,

dan beberapa unit kerja pada Sekretariat Kemenko Polhukam

Telah disusun dan disampaikan ke Deputi Kelembagaan dan
Tata Laksana, KemenPAN RB tentang Dokumen SOP AP
lingkup Strategis di Kemenko Polhukam;

S. Area Penguatan Tatalaksana

Telah dilaksanakan proses pembahasan dan konsolidasi
teknis twerkait penyusunan peta proses bisnis dengan Deputi

Kelembagaan dan Tata Laksana, KemenPAN RB

Telah disusun konsep Peta Bisnis Proses Kemenko Polhukam

berdasarkan hasil konsolidasi teknis tersebut;
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Telah disusun konsep PerMenko Polhukam tentang Tata

Kelola IT di Kemenko Polhukam (dalam proses);

Telah dilaksanakan penyempurnaan dan pengembangan

SISDAKIN (Sistem Data Kinerja) di Kemenko Polhukam;

Updating laporan  bulanan  Pengelolaan/Pelaksanaan

Informasi Publik di Kemenko Polhukam

6. Area Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Melaksanakan penyusunan formasi kebutuhan pegawai
secara onlinemelalui aplikasi e-formasi, serta menyusun
proyeksi kebutuhan 5 tahun untuk menghitung kebutuhan

pegawai di Kemenko Polhukam

Melaksanakan penyusunan formasi kebutuhan pegawai
secara onlinemelalui aplikasi e-formasi, serta menyusun
proyeksi kebutuhan 5 tahun untuk menghitung kebutuhan

pegawai di Kemenko Polhukam

Mengadakan Penerimaan pegawai yang dilakukan secara
transparan, efektif dan efisien dengan mengajukan usul

formasi CPNS TA 2018 sesuai arah kebijakan Nasional

Pelaksanaan Assesment Pejabat dan Pegawai Kemenko

Polhukam

Monitoring dan evaluasi triwulanan pada pengembangan
pegawai berbasis kompetensi dan menyusun Laporan hasil
monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis

kompetensi

Merencanakan dan mengusulkan Pengembangan Aplikasi
SKP yang merupakan bagian dari SIMPEG, meski demikian

target tidak dapat tercapai terkait ketersediaan anggaran
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Merencanakan dan mengusulkan pengembangan aplikasi
kehadiran pegawai untuk mendukung pelaksanaan reward
dan punishment di Kemenko Polhukam, meski demikian

target tidak dapat tercapai terkait ketersediaan anggaran

Pemutakhiran data SIMPEG secara berkelanjutan dengan
menyusun Laporan Pemutakhiran data pegawai (non aktif,

pegawai baru, naik pangkat, dsb)

7. Area Penguatan Peraturan Perundang-Undangan

Proses Evaluasi Permenko Polhukam diantaranya adalah
Penyusunan Penelaahan Produk Hukum tentang Analisa dan
Evaluasi Permenko Polhukam Tahun 2016 (penggabungan
Semester [ Tahun 2016 dan Semester II Tahun 2016) sedang
dalam proses penyusunan, Penyusunan Penelaahan Produk
Hukum tentang Analisa, Evaluasi, dan Rekomendasi
Permenko Polhukam Nomor Per-
02/Menko/Polhukam/8/2011 tentang Disiplin Pegawai
Kemenko Polhukam sudah selesai, Penyusunan Penelaahan
Produk Hukum tentang Analisa, Evaluasi, dan Rekomendasi
Permenko Polhukam Nomor Per-
03/Menko/Polhukam/8/2011 tentang Kode Etik Pegawai

Kemenko Polhukam sudah selesai

Penyusunan studi kelayakan dalam rangka menganalisis
permohonan perancangan dan penyusunan Rancangan

Permenko Polhukam/Rancangan Produk Hukum Polhukam

penguatan kebijakan dalam rangka reformasi birokrasi
sebagai tindak lanjut dari penelaahan produk hukum atau
hasil studi kelayakan atau amanat peraturan perundang-

undangan

Pengelolaan JDIH Kemenko Polhukam telah dilakukan secara

berkesinambungan
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8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Dokumen monitoring dan evaluasi implementasi Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 dalam kerangka
pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilakukan dan
dilaporkan Kepada Sesmenko setiap bulannya dengan

Laporan Bulanan Pelayanan Publik

- Penguatan integritas dalam pelayanan publik melalui
Sosialisasi dan Pelatihan dalam upaya penerapan Budaya

Pelayanan Prima.

- Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan PPID, ULP dan
Pelayanan Fungsional. Kegiatan tersebut dilakukan dan
dilaporkan Kepada Sesmenko setiap bulannya dengan

Laporan Bulanan Pelayanan Publik

- Penguatan sistem dan sarana layanan terpadu/terintegrasi
pada  seluruh  jenis Pelayanan. Sarana  layanan

terpadu/terintegrasi dalam satu wadah (polkam.go.id);

- Penyusunan inovasi pelayanan yang diciptakan dan
bermanfaat bagi penerima pelayanan. Sarana layanan
pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE Kemenko
Polhukam) serta pelayanan aplikasi LAPOR yang terintegrasi
dengan KSP (Kantor Staf Presiden)

- Evaluasi terhadap penanganan keluhan/masukan terhadap
pelayanan. Hasil keluhan/masukan terhadap pelayanan telah
diakomodir melalui PPID dan Pelayanan Fungsional
disamping itu Unit Pelayanan Publik Kemenko Polhukam
terintegrasi dengan system layanan LAPOR yang dimiliki KSP

- Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi dalam
pemberian pelayanan disertai dengan implementasi dan

perbaikan terus menerus sebagai upaya modernisasi sistem
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dan manajemen pelayanan public. Dalam tahap penyusunan
SOP penerapan teknologi informasi dalam pemberian

pelayanan

Strategi dan usaha yang telah diimplementasikan tidak lain hanya
untuk terus meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di Kemenko
Polhukam. Adapun reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan
upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan  pemerintahan, terutama aspek  kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia
(SDM). Karena dengan semakin baiknya nilai reformasi birokrasi suatu
pemerintahan semakin baik pula sistem penyelenggaraan pemerintahan

instansi tersebut.
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C. REALISASI ANGGARAN

Sasaran
Strategis

(1)
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Kemenko
Polhukam

Program
Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis
lainnya

Indikator Kinerja

(2)

Peningkatan
sarana dan
prasarana dalam
mendukung
kinerja kemenko
Polhukam

Penyusunan dan
Pengembangan
Rencana kerja,
Evaluasi,
Organisasi dan
Tata Laksana,
Perpustakaan dan
Data

Penyelenggaraan
Pelayanan
Persidangan dan
Hubungan Antar
Lembaga

Pengelolaan
Administrasi
Umum,
Kepegawaian,
Perlengkapan dan
Rumah Tangga,
Keuangan,
Protokol dan
Keamanan

TOTAL

Pagu (Rp)

(3)
6.000.000.000

4.038.104.000

1.023.698.000

99.110.050.000

110.171.852.000

Realisasi
2018 (Rp)
(4)
5.787.590.527

3.972.082.467

1.016.515.552

97.505.391.336

108,281,579,882

Persentase

Realisasi (%)
(5)
96.45

98.36

99.29

98.38

98.28
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BAB IV

PENUTUP

Laporan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan gambaran
Capaian Kinerja dalam pengelolaan dukungan administratif di Kemenko
Polhukam. Laporan Kinerja Tahun 2018 merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan
kegiatan Sesmenko Polhukam  kepada masyarakat dan pemangku

kepentingan (stakeholders).

Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2018 telah melaksanakan
berbagai program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan
dan sasaran Kemenko Polhukam. Keberhasilan program-program yang telah
terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana menjadi
tolok ukur agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan

secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat dijadikan sumber informasi dalam
pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih
meningkat dalam mendukung Rencana Strategis Sekretariat Kemenko

Polhukam 2015-20109.
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LAMPIRAN
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1. Nota Dinas Inspektur NILAI AKIP Setmenko Polhukam

HEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKLUM, DAN KEAMAMAN
REFUBLIK INDOMNESIA

NOTA DIMNAS
Mamar @ B- 44 /PW 03 00042018

Yih Sesmenko Polhukam

Coari : Inspektur

Hal Penyampaian Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerjia Eselon | Sekretasiat

Kemenko Palbukam

Tanggail Ly April 2018

Casar

a. Peraturan Presiden Nomer 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Palitik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kera Kementerian Koordinator Bidang
Palitik, Hukum dan Keamanan;

¢. Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Momor PER/OQM. PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum
Fenetapan Indikator Kinerja Utama diling kungan Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia- Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Ewvaluasi atas
Implementasi Sistern Akutabilitas Kin efja Instansi Pemerintah:

e Surat Paerimlah Momor S28/PW 030032018 tanggal 12 Maret 2018 tentang

Pelaksanaan Evaluasi Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kera
Eselon | Kementerian Koordinator Bidang Pelitik, Hukum, dan Keamanan Tahun
2018.

Berkenaan dengan hal diatas, bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIF) Unit Kera Eselon |, sebagai
berikut

1.

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP pada Unit Kerja Eselon | Sekretariat Kementerian
Koordinatar Bidang Palitik, Hukum, dan Keamanan berujuan:
a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP,
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[}

b Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemearintah;

C. Memberkan saran perbaikan  untuk peningkatan  kinerja dan  penguatan
akuntabilitas instansi pamerintah,

Evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponan manajemen kinerja, yang maliput

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 SAMpE|

dengan 100, Sekrefariat Kemenko Polhukam memperoleh nilal sebesar 80,25

(delapan puluh kama dua puluh fima) dengan kategori A (Memuaskan, Memimpin

Perubahan, Berkinerja Tinggi dan sangat Akuntabel).

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh

kompanen mangjemen kinerja yang dievaliuasi di lingkungan Sekretariat Kemenko

Polhukam, dengan rincian sebagai berikut ;

. PERENCAMNAAN KINERJA

Untuk Perencanaan Kinera Sekretariat Kemenke Polhukam memperoleh Nilai

sebesar 24 79 darl nilai maksimal 30,00 dengan rincian sebagai berikut -

NO KOMPONEN/SUBKOMPONEN BOBOT | NILAI |
Perencanaan Kinerja . 30% 2479
| Perencanaan Strategis 10% 784 |
8. | Pemenuhan, Renstra 2% 163 |
b, | Kualitas Ransira ' 5% 4,06
. | Implementasi Renstra 3% [ 225
"Il | Perencanaan Kinerja Tahunan 20% 16,86
a | Pemenuhan Perencanaan Kinerja  Tahunan 4% 400
' b. [ Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan 10% BO6 |
c. | Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan 6% 480

1. Komponen perencanaan strategis memperoleh nilai 7,94 dengan perincian
sebagai berikut :
a. Pemenuhan Renstra
Untuk sub kemponen pemenchan Renstra memparaleh nilai 1,63 (satu koma
enam puluh tiga), dalam hal ini peru memformalkan indikater kinerja utama
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vang bersifat SMART (Spesiic, Measurealie Achivable, Relavance, and
Timebound).

b, Kualilas Rensra
Untuk sub komponen kualitas Renstra memperoleh nilai 4,08 (empat koma
nol enam), hal ini disebabkan sasaran talah beroreniasi hasil, berkualitas
oulcome serta menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin
diwujudkan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara terukur, sehingga
target kinarja ditetapkan.

c. Implementasi Ransira
Untuk suby komponen implementasi Renstra Sekretariat Kemenko Foliukam
memperaieh nilai 2.25 (dua kema dua pulub lima), hal inl disebabkan masik
tardapat perbalkan yvang harus dilskukan untuk Implamentasi Renstra yarg
lebih baik.

2. Komponen Perencanaan Kinera Tahunan memperclah nilai 16,88 dengan

parincian sebagai berikut ;

a. Pemanuhan Perencanaan Kinerja Tahunan
Untuk sub komponen pemenuhan perencanaan kinara tahunan memperokeh
nilai maksimal 4,00 {smpat koma noly, hal ini disebabkan Persncanaan
Kinera Tahuﬁan, Ferjanjian Kinerfa (PK) yang menyajikan IKU dan Rencana
Aksi atas kinerja, telah disusun.

b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan
Untuk sub komponen kualitas perencanaan kinerja tahunan Sekretariat
Kemenko Polhukam memperolan nilai 8,06 (delapan kema nal enamy), hal ini
disebabkan telah berorientasi hasil, indikator kinerja yang baik, kegiatan
mierupakan cara untuk mencapai sasaran, dokumen rencana kinerja tahunan
telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran, dokumen PK telah
selaras  dengan Renstra, dan Rencana Aksi atas Kineja telah
mencaniumkan target secara pariodik atas kKinerja.

& Implementasi Pergncanaan Kinerja Tahunan
Untuk  =sub  komponzn  implementasi  perencanaan kinerja tahunan
mamperoleh nilai 4,80 (empat kema delapan puluh), hal ini disebabkan
masih kuran;g maksimalnya implemantasi perencanaan kinerja tahunan
dafam rangka peningkatan kualitas vang lebinh baik.
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Perencanaan  Kinerja yang terdirl darl kemponen Perencanaan Stratenis dan
Perencanaan Kinerja Tahunan sudah cukup baik  namun perlu diting katkan
kualitas Renstra, dengan menyajikan 1KU yang ditelapkan secara formal, RKT,
dan PK vang lebih bersifat SMART (Spesific, Measureabls, Achievable,
Relevance, and Timabound).

B. PENGUKURAN KINERJA
Untuk Pengukuran Kinerja Sekretariat Menko Polhukam memperaleh nilgi sebesar
20,10 dani nilal maksimal 25,00 aengan rincian sebagai berikut -

NO | KOMPONEN/SUBKOMPONEN ' BOBOT | NILAI
| Pengukuran Kinerja 1 26% | 2010
1 [Pemenuhan Pengukuran 5% 417
Il | Kualitas Pengukuran B 12,50% 10,31
i_- i Implameniasi Peﬁguhuran 3'.5-{!% 5,63

1. Pemanuhan Pengukuran
Untuk komponen pemenuhan pengukuran, mamperoleh nilai 4,17 (empat
kama tujuh belas) hal ini disebabkan Sekretariat Kemenko Polhukam pely
melakukan pengukuran kinera Eselon 11l dan iV sebagai turunan kinerja dari
atasannya

2. Kualitas Pengukuran
Untuk komponen kualitas pengukuran memperoleh nilal 10,31 (sepuluh koma
tiga puluh satu), pada komponen ini Sekretariat Kemenko Polhukam perly
menetapkan indikator kinerja yang baik untuk  Eselon Il dan IV untuk
mencukung Kinerja atasannya, namun masih terdapat unit kerja setingkat
eselon Il yang belum memantaatkan https.isisdakin pelkam.qo.id sehingoa

mempengaruhi kualitas pengukuran capaian kinerja

3. Implementasi Pengukuran
Untuk kemponen implerentasi pengukuran mempercleh nilai 5,83 (lima koma
enam puluh tga), pada kemponen ini Sekretariat Kemenko Polhukam petlu
memonitor serfa memberikan rewad & punishment dalam pencapaian kinerja
Esalon Il dan v,
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C. PELAPORAN KINERJA

Untuk Pelaporan Kinerja Sekretarial Menko Polhukam mempercleh nilal sebesar

12,46 dari nilai maksimal 15,00 dengan rincian sebagai berikut ;

HDMF"C:IHEMFEUE!H:[JMPDHEH BOBOT | NILAJ

F'elap-nran Kinerja ' e 5% 12,486
| 1 | Pemenuhan Pelaporan o 284 3,00
I_Ii_ Penyajian Informasi I{meljﬂ 7.5% 5,81
] F'emanfaatanlnfnrmasl Hlnerjﬂ 45% 166

1. Pemsanu han F‘Ellapura n

Untuk komponen pemenuhan pelaporan mempercleh nilai maksimal 3.00 itiga
koma nol) hal ini disebabkan karena telah menyusun laporan kinerja yang
dizsampaikan tepat waktu den memuat informasi menganai pencapaian [KU,

- Penyajian Informasi Kinerja
Untuk kemponen. penyajian informasi kinerja memperaleh nilai 5,81 (lima koma
delapan puluh safu), pada komponen ini Sekretariat Kemenko Polhukam periu
meningkatkan kualitas informasi kinerja dalam pencapaian sasaran,

. Pemanfaatan Pelaporan
Untuk komponen pemanfaatan pelaporan mempercleh nilai 3,66 (iga kama
gnam puluh enam), pada komponen ini Sekretariat Kemenko Paolhukaim periu
meningkatkan kualitas informasi kinerja agar semakin bermaanfaat.

D, EVALUASI KINERJA

Untuk Evaluasi Kinerja Sekretariat Menko Polhukam memperoleh nilal sebesar 7,75
dari nilai mahsrmal 10,00 dengan rincian sehagai berikut ;

NO| "'ﬁampuuzm&uamum"eu BOBOT NILAI |
" :

Evaluasi Internal 10% T.75
" | [ Pemenuhan Evaluasi 2% 1,75
| I | Kualitas Evaluasi 5% 375

Il F'ernanfaatan Evaluasi 3% 2,25

Pada humpunen ini febih meningkatkan dan memanfaatkan evaluasi kinerla dalam

rangka peningkalan kualitas perencanaan di periode berikutnya.
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E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

Untuk pencapaian sasarankinera Sekretariat Menke Pothukam mamperaleh nilaj
sebesar 15,14 dari nilai maksimal 20,00 dengan rincian sebagai barikut ;

— o

'NO |  KOMPONEN/SUBKOMPONEN

| BOBOT | NILA|
—PnlenEa_aa.ian. Sasara n.fH.inerj.‘i {-.“!r.n_:;-anisasi_-“" R R 16,14
I '-E—'Ri}i;rja yang Dilaparkan (Outpuf) 7 5% 5,50
1l [ Kinerja yang Dilaparkan (Outcome) 125% | 964

1. Kinera yang dilaporkan {ouiput)

Pencapaian kinena output Sekretariat Kemenko Polhukam meamperoleh nilai 6,00
ienam koma nol), hal ini disebablkan rata-rata pencapaian target Kinsria autput
lebih dari 100%. namun perly peningkatan |ebih baik sefiap tahun dan
reenampilkan informasd yang semakin andal
- Kinerja yang dilaparkan (cutcoma)

Pencapaian kinerja output Sekretariat Kemenko Polhukam memperolah nilai 8,41
(sembilan koma empat puluh satu) hal ini disebabkan sasaran indikator kinerja
vang ditetapkan dapat dicapai lebih dari target yang telah ditentukan dan
informasi yang ditampilkan dinasilkan dan sumber data yang kompeten.

5. Terhadap permasalahan yang telan dikemukakan diatas, direkamendasikan kepada
Sekretariat Kemenko Polhukam beserta jajarannya agar melakukan langkah-

langkah perbaikan sebagai berikut ;

a. Mereviu dokumen Renstra dan KU, khususnya dalam hal indikator dan

larget kinerja sasaran agar dapat menggambarkan hasil (outcomelautput
penting) yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik,
terukur, realistis untuk dicapai, dan relevan dengan sasaranfujuan atau SMART.
- Melakukan evaluasi terhadap tujuan dan indikator tujuan agar menghasilkan
proses yang baik dan selaras.
Meningkatikan kualitas rumusan indikatar kinerja apar sesuai dengan kiteria
indikator kinerja yvang baik,
- Memanfaatkan hasil evaluas: untuk melakukan perbaikan perencanaan kinerja di
masa yang aken dalang, perbaikan penerapan manajemen kinerja sera wuntuk
mengukur keberhasilan unit kerja

63

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SETMENKO POLHUKAM TAHUN 2018



-Biro Umum  khususnya  Bagian Pengadaan dan Rumah tangga agar
memantagthan [ilps fsisdakon polkam go.id untuk mengukur pencapaian kinenga,
- Sefiap pegawai pada Sekretarial Kemenko Polhukam melakukan pengisian
bulanan www simpeq polkam.goad untuk lebih memanitor kinarja yang telah
dilakikan,

- Adanya komitmen pimpinan yang mengaitkan capaian kinerja sebagai salah
syarat dalam pemberian tunjangan kinerja sebagal reward & punishment

- Menindaklanjuti temuan di lingkungan Sekretariat Kemenko Palhukam

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

&

Drs. Amrin, M.AP
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2. Permenko 1 Tahun 2018 ttg revisi renstra Kemenko Polhukam

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUELIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR. BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUEBLIK INDONESIA,

Menimbang : a  bahwa untulk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat
{2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan FPembangunan Nasional dan Pasal
3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
MNasional Tahun 2015-2019, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hulum,
dan Keamanan MNomor 3 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Politilk, Hukum, dan Keamanan tentang
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019;
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b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan
Sistem Aluntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hulum, dan
Keamanan, perlu dilakukan perubahan dan
penvesuaian kembali Rencana Strategis Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hulkum, dan Keamanan
Tahun 2015-20189;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneszia Nomor 4700);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas EKinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

5. Peraturan Presiden Nomeor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
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Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 83);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Maszional/Kepala Badan Perencanasn Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 1665);

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Polifile, Hukum,
dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Stratepis Kementerian Koordinator Bidang Politilk
Hukum, dan Keamanan Tahun 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1251);

MEMUTUSEAN:

Menetapltan : FERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI KOOEDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN EEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG EENCANA STRATEGIS EEMENTERIAN
KOORDINATORE  BIDANG  POLITIE, HUEKUM, DAN
KEAMANAN TAHUN 2015-2019.

Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, K dan Keamanan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hulkum dan Keamanan Tahun 2015-2019
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1251} diubah sebagai bertioat:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah zehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pazal 3

Eencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 dapat dilakukan perubahan sepanjang:

a terdapat peraturan perundang-undangan yang
mengamanatkan perubahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga;

b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;

c. adanya perubahan pada lngkungan sasaran
strategis; dan/atau

d. adanya hasil evaluasi atas pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Menten
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strateps
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Tahun 2015-2019 diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Menteri ini.

Pasal I
Peraturan Menter1 ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar satiap corang mengetahuinya meamarintahkan
pengundangan Peraturan Manteri fmd dengan
panampatannya dalam Barlta Negara Fepublik Indonssia,

Ditatapkan & Jakarta
pada tanggal 17 Januarl 2018

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIE, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIRANTOC

Dlundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
FPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REFUBLIK INCONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 158

Salinan sesusl dengan aslinva

KEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
E [NDONESIA

v, Persidanigan, dan Hubungan Kalembagaar,
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3. Permenko No 3 tahun 2018 penyusunan kelas jabatan dan peta
jabatan, vang telah ditetapkan dengan Peraturan Menko Nomor 3
Tahun 2018 (Berita Negara Nomor 669).

| SALINAN |

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIE, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESLA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI EEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REFUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a  bahwa menindaklanjun ketentuan Pasal 38 Perataran
Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian
Koordinator Bidang Folitik, Hukum, dan Keamanan dan
Pazal 335 Peraturan Menterl Eoordinator Bidang Politik
Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Organizasi dan Tawa Herja Kementerian Koordinatoer
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, telah dilalokan
pemyusunan peta jabatan Al Kementerian FKoordinator
Bidang Polink, Hulkum, dan Keamanan yvang mermnuat
jabatan pimpinan  tinggt,  jabatan  administrasi, dan
jabatan fungsional;

b, bahwa dalam penentuan kelas pabatan dar jabatan
sebagaimana  dimaksud dalam humf a serta untok
melakesanakan keteniuan Pasal 8 Peraturan Preziden
Nomor 117 Tahum 2017 tentang Tunjangan Kinerja

wroew_jelih. polkam go id
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g

Pegawai di Lingkungan Hementerian Hoordinator
Bidang  Politik. Hukum, dan EKeamanan dan
menindaklanjun SUFAL Menteri Pendavagunaai
Aparatur MNegara dan Feformasi Birokrasi Nomor
Bf233/M.EM.04.00/2018 tanggal 13 Agusms 2018
perihal  Persetujnan Penetapan Perubahan  Kelas
Jahatan di Limgkhungan Hementerian Hoordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perlu adanya
pengaturan  kembali  kelas jabatan di  Kementenan
Eoordinator Bidang Polink, Huokbum dan Keamanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimakend dalam huwwf a dan huraf b, perlu
menetapkan Peraturan  Mentenn Koordinator Bidang
Politik, Hulkum, dan Keamanan tentang Peta Jabatan
dan Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hubum, dan Keamanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahus 2014  tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor &, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peramiran Pemerintah Momor 11 Tabhwun 2017 tentang
Manawmen Pegawal DNegeri Sipil (Lembaran MNegara
Eepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 6037);

3. Perauran  Pregiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organizasi Kementerian MNegara [Lembaran  MNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peramran Presiden Nomor 43 Tabun 2015 rentang
Eementerian Koordinator Bidang Politik, Hukoum, dan
Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Momaor 83);

5  Peraturan Presiden Nemor 117 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawal i Lingkungan
Kementerian HKoordinator Bidang Politik, Hulum, dan
Keamanan |Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 261);
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6. Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasl Nomor 239 Tahun 2013
tentang  Penetapan  Kelas  Jabatan di Lingkungan
Inatansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nemor 1636):

7.  Peraturan Menteri Keondinator Bidang Politik, Hukuam,
dan HKeamanan Nomor 4 Tabun 2015 tentang
Organisasi dan Tara Kerja Eementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum. dan Heamsanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

MEMUTUSEAN:

: FERATURAN MENTER! KOORDINATOR BIDANG POLITIE,

HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PETA JABATAN DAN
KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN EKOORDINATOR
BIDANG POLITIE, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Paszal 1

Dalam Peraturan Menten i vang dimaksud dengan:

1. Menteri Koordinator Bidang Paolitik, Hubum dan
Keamarnan, yang selanjuinya dizebut Menlko
Polbhukam, adalah Menteri vang mempunyai tugas
menyelengparakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian Urusan kementerian dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  di bidang  politk,
hukum, dan keamana.

2 Pegawai di Kementerian Hoordinator Bidang Pabitik
Hukum, dan HKeamanan yang selanjutnya disebut
Pegawai, adalah Pegawal Negeni Sipil, prajurit Tentara
MNasional Indonesia.  anggota Hepolisian  Negara
Eepublik Indonesia, dan Pegawal Lamnya yang
berdasarkan  RKepumisan Pejabat  yang  berwenang
dianghkat dalam suatu jabatan dan bekega secara
pemuh . pada  satuan ocganisasi  di | Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hulom, dan Keamanan.

3. Jabatan adalah kedudukan yvang menumjukkan fungsi,
tugas, tangrueng jawab, wewenang, dan hak seorang
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pegawal  aparaiur sipil negara dalam suato  eAnNIan
organisag .

Jabatan Pimpiman Tinggi adalah sekelompok  jabatan
tingg pada instanss pemeriniak.

Jahatan Adminatras adalah selkelompok jabatan yvang
bensl fungst dan tugas berkaitan dengan  pelayanan
publik seria administras pemerintahan dar
pembangunan.

Jabaran Fungeional adalah sekelompok jabatan  yang
berisl fungsi dan mogas berkaitan dengan pelayaman
fungeional wyang berdasarkan pada keahlian dan
kererampilan tertemtu.

Pera  Jabaranm  adalah susinan  jabatan  yang
digambarkan secara wertikal manpun  horisongal
megurat o atrukiur kewenangan, | tugas, tEngoung
jawab, dan persyaratan jabaran zerta menggambarkan
seluruh  jabatan  wang ads dan kedudubkannya dalam
urdt kerja.

Kelae Jabatan adalah kedudukan wvang menunjuklan
tingkat seorang aparatur aipll negara dalam rangksian
susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda
dalam hal jenis pekerjasn, retapd culoup secara dalam
hal timghkat kesulitan dan tanggung jawab dan tngkat
persyaratan kualifikasi  pekerjaan  dan  digunakan
sebagai dasar pengeajian.

Pasaal 2

Pegawai wajib melaksanaklan tugas sesuasi dengan
Jabatanmnya.
Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdin
atas:
a. Jabatan Pimpinan Tinggl yvang terdir atas:

1. jabatan pampinan tingg madya; dan

2. jabatan pimpinan tingg pratamas
b. Jabatan Administras, yang terdir atas:

1. jabaran administrator;

2. jabatan pengawas; dan

woww ity pollan go.id
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3. jabatan pelaksana;
¢ Jabatan Fungsional.
(3] Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada avat (2],
juga erdapat jabatan lainnya di | Kementerian
Koordinavor Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 3
(1] Jabatan sebagaimans dimsaksud dalam Paszal 2 ayat (1)
dan ayat (2] digambarkan dalam Peta Jabatan
ercantum dalam Lampiran | yvang memipakan bagan
ridak terpisahkan dari Peramiran Menteri ini.

Pasal 4
Informasi Jabaran dar Jabatan sebagaimana dimakeud
dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2] dan Pasal 3 diretapkan
dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Polivik,
Hukum, dan Keamanan.

Pasal &

(1] .abatan sebagaimana dimaksud dalam Pasgal 2
memilild Kelas Jabatan.

(2] Kelas Jabatan uniuk Jabatan sebagaimans dimaboeud
pada ayat (1] tercantum dalam Lampiran [ yang
merapakan bagian tdak erpisahkan dari Perameran
Menteri ind.

Pasal &
Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai
berlaky pada tanggal 3 September 2018,

Pasal 7
MNama pejabat pemangka  Jabatan vang memililki Kelas
Jabatan sshagaimana dimakend dalam Pasal 5 dan Pasal 6
ditetapkan denmgan Kepumean Menteri Koordinator Bidang
Politik. Hukum, dan Keamanan.

wwrw jdih polkam.go.id

74

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SETMENKO POLHUKAM TAHUN 2018



Pasal 8
(1) Eelas .Jabatan bagt pejabar pimpinan bogg dan
pejabat  administrasi  didasarkan pads  keputusan
teniang penganghkaran danfatay alih mgas dalam dan
dari Jabatan Pmmpinan Tinggi atau Jabatan
Administrasi.
(2] Kelss Jabatan bagi Pejabat Fungsional didasarkan
pada;
a, keputusan iemiang pengangkatan pertamsa dalam
Jabatan Fungsional:
b, keputusan tentang  kenaikan  jenjang dalam
Jabatan Fungsional;
. keputusan terkail penyvesuaian/ reassing
d. keputusan tentang pengangkatan dalam  Jabatan
Fungsional melalui promosi; atan
e. keputusan terkait perpindahan  jabatan  dani
Jabatan Pimpinan ‘Tinggi atau Jaharan
Adminiatrasi ke Jabatan Fungsional.

Pasal 9
Selain menerima  penghasilan  sesual dengan  leetenhzan
peraturan  perundang-undangan.  Pegawal  juga  diberikan
munjangan kinerja settap bulannya.

Pazal 10
(1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 9 diberikan kepada Pegawai berdasarkan HKelss

Jahatan,
(2] Besarnya tunjangan kinerja sebagaimana dimaksod
pada ayat (1) diberikan sespal dengan leetennian

peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hulum, dan Keamanan
yang mengepalai dan memimpin Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diberikan munjangan
kinerga sebezar 150 % [seratus lims poluh perzen) dan
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munjangan kinerja tertinggi di Kementerian Koordinator Bidang
Paolirik, Hukum, dan Keamanan.

Pagal 12
Ketentuan tekmis pemberan mngpngan kinera  dilaboboan
seaual  dengan  keteniuan  peramiran  perundang-undangan
mengenal  pelaksanaan pemberian tunjangan  kinerja
di Hementerian Koordinator Bidang Politik, Hukbum, dan

Keamanan.

Pazal 13

Pada saat Peraturan Menterl i mulal  berlaku, Kelas
Jabatan di  Sekretariat | Komisi  Kejaksaan  Republik
Indomesia dan Kelass Jabatan di Sekretariat  Komisi
Kepolisian MNasional dinyatakan masih mengacd pada
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hulum, dan
Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelaz Jabatan di
Lingkungan Hementerian Hoordinator Bidang  Politl,
Hubum, dan Keamanan [Berita Negara Republik Indonesis
Tahun 2015 Nomor 1609).

Pagzal 14

Pada saat Peraturan Menter inmi mulai berlako:

a. Peratiran Menteri Hoordinator Bidang Politike, Hulosm
dan Keamanan MNomor: Per-10/MENKO/POLHURAM)/
1042012 tentang Nama Jabatan di Kementerian
Eoordinaior Bidang Politlk, Hukum, dan Keamanan; dan

b.  leteniuan mengenal Kelas Jabatan
di KHementerian HKoordinator Bidang Polik, Hubum,
dan Keamansn sebagaimana diamr dalam Peramiran
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hulm, dan
Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelas
Jabatan  di | Lingloangan  Kementenan  Koordinator
Bidang Palitik, Hukum, dan Eeamanan {Berita Megara
Republik Indonesia Tahun 2015 Noamaor 16049,

dicabut dan dinyatakan tidak berlabng.
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Agar getlap orang  mengetahuinga, memerintahkan
pengundangan Peraruran Mentert il dengan
penempatannya dalam Berita MNegara Republik Indonesia.

Ditetaphkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2018

MENTERI ROORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIE INDONESEA,

.

WIRANTC
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal T September 2018

DIREETUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANUSIA
REPUBLIK INDONESLA,

ted

WIDODO EEATIAH.JANA

BERITA NEGARA REPUBLIE INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1240

Salinan sesual dengan aslinys
HEMENTERIAN KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

il lourn, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,
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4. Kempmenko No 44 tahun 2018 tentang SOP AP Kemenko Polhukam

| SALINAN |

.

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRAS]I PEMERINTAHAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESLA,

Menimbang : a. bahwa dalam rengka melaksanakan ketentuan Pasal 2
dan Pasal 3 Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Polittk, Hukum, dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintshan di Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hulkum, dan Keamanan,
telah  dilakukan kegiatan penyusunan  Standar
Operasional  Prosedur Admimistrasi  Pemenntahan
di Kementerian Koordinator Bideng Politik, Hulum,
dan Keamanan untuk menghasilkan dobkumen Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemernintahan vang
harus ditetapkan oleh setiap pimpinan unit organisasi

sesual kewenangannya;

78
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SETMENKO POLHUKAM TAHUN 2018



Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan  dard seluruh  unit  organdsasi
di Kementerian Koordinator Bidang Poliike, Hulum,
dan Keamanan untule ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Koordinator Bidang Politike,. Hulum, dan
Keamanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sehagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu
menetaphkan Keputusan Mentern Koordinator Bidang
Bideng Politik, Hukum, dan Kesmanan tentang
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemernintahan di Kementerian Koordinator Bidang
Polink, Hukum, dan Keamanamn;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformas: Birokrasi 2010-2025;

2.  Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang
Kementenan Koordinator Bidang Politk, Hukum, dan
Keamanan (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 83);

3, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politike, Huloum,
dan HKeamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Orpangzast dan Tata Kerja Kementenan Koordinator
Bidang Politik, Hukum, den Keamanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);

4, Peraturan Menten Koordinator Bidang Pohtik, Huloam,
dan Keamanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional FProsedur
Administras: Pemenntahan di Kementerian
Koordinator Bidang Polink, Huliim, dan Keamanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1898];
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MEMUTLUSKAN:
Menctapkan @ KEPUTUSAN MENTERI KOO RETMMNA TR BIDANCG

POLITIE, HUKLIM, DAN KEAMANAN TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DI EKEMENTERIAN @ KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Kementerian Koordinator Bidang Politile,
Hulkum, dan Keamanan.,

HEDUA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di  Kementerian Koordinator Bidang Polik, Hukum, dan
Keamanan sebagaimana dalam Diktum KESATU terdin dan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemenmtahan
dari unit organisasi:
1. Sckretanat Kementerian Koordinator;
2. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Neger:
3. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
4 Deputi Bidang Hoordinasi Huliim dan Hak Asasi
Manusia;
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
6. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban
Masvaralkat;
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa;
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informeasi, dan
Aparatur;
9.  Staf Ahl Kementerian Koordinator; dan
10. Inspekiorat Kementerian Koordinator,

.U"

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
schagaimana dimaksud dalam Dikctuim KEDUA
dipergunakan sebagal acuan vang harus diterapkan dalam
pelaksanaan tupas dan fungsi oleh pejabat dan pegawai
di Kementerian Hoordinator Bidang Polik, Hulkum, dan

.
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KEEMPAT : Poda saat Keputusan Menteri mi mulei bedabos, Stander
Operasional FProsedur Adminissiras: Pemenntaban vang
telah ditetapkan vang mengmen pada:

. Peraturam Menteri Koordinator  Hidang Politik,
Husloum, dan Keamanan Momor: PER-34T f
MENEC POLHUEAM 10 /2010 temtang Organisas: dan
Tamm Eerfm  Kementerian Koeombnater Bideang Polistk,
Hudoum, dan Keomanans

b. Peraturan Menten Koordinator Hefang Politik, Huloam,
don Eeamanom Nomar PER-D3/MENKO
POLHUEAM f7/2012 tentang Pedoman Evaluasi
Standar Crperasional Prosedwar Hementerian
HEoordinator Bidang Palbitik, Hulkum, dan Keamanan;
dan

. Perasuran Menier Koonfimator Hedang Politike, Holoom,
dan Keamumnan Nomar 13 Tahun 2003 tentang Standar
Cperasionnl  Prosedur  Admimiszmasi  Pemerintaban
Ermenterion Koondinator Bideng Politik, Huloum, dan
Ele=armaman,

dicabut dan dinyvatakan tedak berlalo.

KELIMA : Eepumman  Mengten imi mula:  berlokn pads  tanggal
ditetaplan.

Salmonm Keputusan ind  disampoikean  kepada Menteri
Pendaysgpumaan Aparatur Negara dan Beformasi Birokoass,

Ditetaplcan i Jakars
pada tanggal 24 Mei 2018
MENTER] KBORDMNATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INODONESIA
tacl

WIRANTO

Saliman sesual dengan aslmya
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